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Tindakan Restrain merupakan tindakan yang mempunyai resiko tinggi sehingga memerlukan 'Informed
Consent'. Tindakan Restrain biasanya diberikan kepada pasien gangguan jiwa dengan kondisi amuk. Kondisi
amuk ini tidak dapat diprediksi kapan terjadinya. Skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana
hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam penerapan 'Informed Consent 'pada pasien gangguan jiwa
di Rumah Sakit Jiwa serta bagaimana peranan 'Informed Consent ‘dalam tindakan restrain pada pasien
gangguan jiwa di Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah
yuridis-normatif, dengan sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Tipe
penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah hubungan antara dokter dan pasien dalam 'Informed Consent' pada
pasien gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa adalah berdasarkan hubungan transaksi terapeutik. Selain itu,
'Informed Consent' dalam tindakan restrain pada pasien gangguan jiwa di Rumah sakit Dr. H. Marzoeki
Mahdi Bogor tidak diatur dalam formulir tersendiri, melainkan diatur secara umum pada formulir '‘General
Consent'.

Penulis memberikan saran bahwa apabila tindakan restrain di Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor
memang diatur secara umum pada'General Consent’, maka jenis persetujuannya berupa 'Presumed Consent'
dan pada saat pelaksanaan 'General Consent 'tersebut, dokter harus memberitahukan kepada pihak keluarga
bahwa sewaktu-waktu apabila diperlukan pasien akan diberikan tindakan restrain oleh dokter. Selain itu,
Menteri Kesehatan perlu membuat peraturan berupa PERMENKES mengenai tindakan restrain agar dokter
dan masyarakat mendapatkan kepastian hukum terkait tindakan restrain yang hendak dilakukan.

Restraint is an action that posses high-risk so it needs an Informed Consent. Restraint often given to the
Mental Disorders Patients with tantrums. Tantrums, could not be predicted in any way. This thesis
consisting how law relating between doctors and patients in conditioning Informed Consent on Mental
Disorders Patient at Mental Health Hospital and also how Informed Consent play arole of restraint at Dr. H.
Marzoeki Mahdi Hospital Bogor. Thisthesis used juridical-normative method with literature study and
interview. Thisthesis also used descriptive method.

This thesis showed that the Informed Consent relations between doctors and Mental Disorders Patients at
Mental Health Hospital are based on tereapeutik transaction. Other than that, Informed Consent in Mental
Disorders Patients at Mental Health Hospital's restraint are not regulated on designated form, but in more
genera form of General Consent.

Writer suggest that if restraint in Dr. H. Marzoeki Mahdi Hospital Bogor is regulated generally through
General Consent, then the agreement will be presumed consent and when it comes to the implication of
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Genera Consent, doctors should inform to the patient's family that when it is necessary patient will be given
the restraint from doctors. Moreover, the ministry of health need to enact the rule such as PERMENKES
regarding restraint so that doctors and people get their law certainty associated to the actions will be done.



